
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Pu blik; 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) 
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 201 7 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, 
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi 

Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2022; 

Menimbang 

BUPATI GROBOGAN, 

,___... KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 

TENTANG 

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR: 487.22/%,o/2022 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



SRI SUMARNI 

di Purwodadi 

Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib 

dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. 
Pada saat Keputusan ini rnulai berlaku, Keputusan Bupati 
orooogan nomor : 467.22/079/2021 tentang K1asllll{as11nrormas1 

yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan 
dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

MEMUTUSKAN : 

Dokumentasi; 

Pelayanan dan Inform.asi Pengelolaan Ped.oman 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ten tang 
Pelaksa.naan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Informaei dan 
Dokumcntasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah; 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Standar La.yanan Informasi Publik; 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 ten tang 

Pengklasifikasian Informasi Publik; 
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 ten tang 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan 

KESATU 
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